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KOTA PADANG PANJANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG PANJANG,

bahwa dengan telah selesainya pembangunan Pasar Pusat
Kota Padang Panjang, perlu ditetapkan peraturan penataan
pedagang yang akan menempati kios dan los sehingga
terciptanya keamanan dan kenyamanan bagi pedagang serta
pengunjung untuk mewujudkan Kota Padang Panjang
sebagai kota perdagangan dan jasa;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Padang
Panjang tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Pasar
Pusat Kota Padang Panjang.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi
Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 962);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3821);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro
Kecil dan Menengah (Lembaran Negara republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4866);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
(Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5512);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 45,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun
Nomor 5512);
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan
dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan
Toko Modern;

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/
12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar
Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012
tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 178);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547).

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALIKOTA TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR
PENGELOLAAN PASAR PUSAT KOTA PADANG PANJANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan walikota ini, yang dimaksud dengan :

1.
2.

3.
4.

Daerah adalah Kota Padang Panjang.

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
Daerah.

Walikota adalah Walikota Padang Panjang.

Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah
penjual lebih dari satu, baik yang disebut sebagai pusat
perbelanjaan, Pasar Rakyat, pertokoan, mall, plasa, pusat
perdagangan mapun sebutan lainnya.

Pasar tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola
oleh pemerintah, Pemerintah Daerah, termasuk kerja sama
dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los
dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil,
menengah swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha
skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang
dagangan melalui tawar menawar.
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Pengelolaan Pasar adalah segala usaha dan tindakan
yang dilakukan dalam rangka optimalisasi fungsi pasar

melalui perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan,
pengendalian, pengawasan dan pengembangan secara
berkesinambungan.

Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang
digunakan untuk menjual barang dan/atau jasa dan
terdiri dari hanya satu penjual.

Kios adalah bangunan di pasar yang beratap dan dipisahkan
satu dengan lainnya dengan dinding pemisah mulai dari lantai
sampai dengan langit-langit yang dipergunakan untuk usaha
berjualan.

Los adalah bagian pasar untuk berjualan yang beratap tetap
tidak dipisahkan satu dengan yang lain dengan dinding
pemisah mulai dari lantai sampai kelangit-langit dan bagian
yang lain dapat dilengkapi dengan panel-panel untuk
menyimpan barang-barang.

Ruko adalah bangunan lengkap satu tingkat atau lebih, yang
difungsikan untuk menggelar barang dagangan atau sebagai
tempat berjual beli dan sebagian dapat dijadikan tempat
tinggal yang kepemilikannya tidak terikat, boleh perorangan
secara pribadi, swasta, dan pemerintah daerah.
Pelataran/sarana berjualan dilapangan lepas atau terbuka
adalah sarana tempat berjualan dilapangan terbuka pasar
baik yang memakai tenda maupun yang tidak memakai tenda
dan meja atau bangku.

Pedagang adalah orang atau Badan yang melakukan kegiatan
penjualan barang atau jasa di dalam pasar dan/atau di
pelataran pasar dengan mengambil tempat berdagang di
lokasi tertentu yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
Pihak Ketiga adalah orang pribadi atau Badan yang
bekerjasama dalam rangka pembangunan dan pengelolaan
pasar dengan konsep saling menguntungkan.

Sewa adalah pemanfatan barang milik daerah oleh pihak lain
dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang
tunai.

Pasal 2

Sistematika Penempatan Pedagang dan Pengelola Pasar Pusat
Kota Padang panjang Meliputi:

PR e a0 o

pendahuluan;

prosedur penempatan pedagang;
sumber pendapatan pasar;

utilitas;

pengaturan lalu lintas;

buruh bongkar muat dan buruh angkut;
mushalla;

. perawatan dan perbaikan bangunan fisik pasar; dan

hak dan kewajiban pedagang.



Pasal 3
Uraian Penempatan Pedagang dan Pengelolaan Pasar Pusat Kota
Padang Panjang adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran
dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan
walikota ini.

Pasal 4
Peraturan walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan
peraturan walikota ini dengan penempatannya dalam Berita

Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di Padang Panjang
pada tanggal 25 Januari 2018

WALIKOTA PADANG PANJANG,
dto

HENDRI ARNIS

Diundangkan di Padang Panjang
pada tanggal 25 januari 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG,
dto
INDRA GUSNADY

BERITA DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2018 NOMOR 2

2 = PASYARRIL, SH,ME
embina TKT, NIP. 19700504 199703 1 004






